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L embaga Jaminan Fidusia adal ah |lembaga jaminan bagi benda bergerak yang telah lama dipergunakan
dalam praktek karena adanya kebutuhan masyarakat. Mengingat hal ini maka pemerintah mengaturnya
dalam hukum tertulis yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, agar
adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap pihak baik pihak kreditor preferen maupun
pihak debi tor. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan kreditur preferen
dalam hal debitur juga memiliki hutang pajak kepada negara. Penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif. Dan metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. UU Nomor 42
Tahun 1999 ini memberikan kedudukan yang kuat bagi pihak kreditor agar kreditor merasa aman dan tidak
cemas dalam memberikan pinjaman modalnya kepada pihak debitor. Misalnya dapat dilihat dari kedudukan
kreditur preferen yang didahulukan dalam pemenuhan pelunasan hutangnya daripada kreditur-kreditur yang
lain. Dan kedudukan kreditur dalam hal eksekusi dipermudah dengan adanyatitel eksekutorial sehingga
dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum tanpa melalui pengadilan atau melalui
lembaga parate eksekusi atau dapat juga melalui penjualan di bawah tangan dimana dalam menjual barang
eksekusi seperti iamenjual benda miliknya sendiri. Walaupun kedudukan kreditur. cukup dilindungi oleh
UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, tetapi kreditur harus tetap berhati-hati dalam
memberikan pinjaman modalnya agar ia mendapatkan kepastian dalam -pengembalian hutangnya. Salah
satu hal yang perlu diperhatikan adalah apakah debitur mempunyai hutang pajak kepada negara atau tidak,
karena apabilaia mempunyai hutang pajak maka kedudukan seorang kreditur preferen pada perjanjian
fidusia dapat dikalahkan. Karenaitu, dalam memberikan pinjaman modalnya kreditur preferen harus
memperhatikan apakah debitur sudah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dan perlunya
pemerintah menyederhanakan proses penagihan hutang pajak agar dalam prakteknya pemerintah dapat
menagih pelunasan hutang pajak dengan cepat dan benar-benar dapat didahulukan daripada kreditur lain
yang timbul dari hubungan perdata.
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